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KEPUTUSAN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPURLIK INDONESIA
No. 0601 /0/1985

tentang
Pembukaan, Penunggalan, dan Penegerian

Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang

o
.

bahwa berdasarkan Keputusan Mentevi Pendidikan dan Kebudayaan
tanggal 22 Desember 1978 No. 0371/0/1978 telah ditetapkan su-
sunan organisasi dan tata kerja Sekolah Menengah Unum Tingkat
Atas (SMA); :
b. bahwa daya tampung SMA Nageri perlu ditingkatkan sesuai dengan
kebutuhan masyarakat denman menetapkan penbukaan, penunggalan.
dan penegerian Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas; '
Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
a. Nomor 44 Tahun 1974;
b. Nomor 40/M Tahun 1980;
c. Nomor 45/M Tahun 1963;
d. Nomor 15 Tahun 1984;
e. Nomor 138/M Tahan 1985;
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. tanggal 22 Desember 1978 No. 0371/0/1978;
b. tanggal 30 Juli 1979 No 0145/0/1979;
c. tanggal 11 September 1980 No. 0222b/0/1980; ;
4. tanggal 14 Maret 1923 No. 0173/0/1983;

vemperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam
suratnya Nomor B-B?G/I/MENPAN/ll/asvtanqgal 16 Nopember 1985.

MEMUTUS KAN 1

!anetaékan s

’ertama . a. Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (sMA) Negerij
b. Menunggalkan Filial SMA Negeri menjadi SMA Negeris
c. Menegerikan SMA Swasta menjadi SMA Negeri; ‘

di beberapa propinsi sebagaimana tersebut pada Lampiran-I

o

Xeputusan ini.
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Kedudukan, tugas dan fungsi, cusunan organisasi, dan tata kerja
SMA WNegeri terscbut pada aiktun "Portama’ diatur sesuai dengan
ketentuan dalam Keputusan Menteri pendidikan dan Xebudayaan tang=

gal 22 pesember 1978 MNo. 0371/0/1878.-

Bagan organisasi SMA Negeri tersebut pada diktum vpertama” adalah

gebagaimana tersebut pada panpiran 1T Keputusan ini.

Menugaskan kepada Kepala Lantox wilayah Departemen pendidikan dan
Kebudayaan di Propinsi yang persangkutan untuk pelaksanakan keten-
tuan tersebut pada diktun wpertama’ hagi sekolah yang perada di

wilayahnya.

Biaya untuk keperluan pelaksanann Keputusan ini bagi rasing-masing
sekolah di propinsi yang parsangkutan dibebankan pada mata anggar-
an tersebut pada kolom 7 Lawpiron I veputussn ini dari Anggaran
pendapatan dan Belanja pepartemen pendidikan dan Kebudayaan tahun
1985/1986, dan untuk tahun-téhun selanjutnya pada mata anggaran
yang gelaras dengan itu.

pengan berlakunya Keputusin int $iml.ah SR MNegeri di Indonesia
adalah 1.333 (seribu tiga ratus tiga puluh tiga) bnah yang ter-

sebar di 27 (dua puluh tujuh) Propinsi.

Hal-hal lain yang pelum diatur dalam Keputusan ini akan diatur

1ebih lanjut dalam ketentuan tersgndiri.

Keputusan ini mulai perlaku pada tangaal Aitetapkan dan berlaku

surut terhitung mulai tanggal 1 Juli 1975.
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